BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 410 / 208 TAHUN 2-0Q)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PANITIA PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk melestarikan nilai-nilai gotong royong yang
merupakan bagian dari sistem nilai budaya Bangsa
Indonesia melalui peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, perlu semangat yang kuat dengan
kesungguhan, ketekunan, keuletan dan kesabaran dari
seluruh pelaku pembangunan melalui kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang pelaksanaannya
secara serempak diseluruh kecamatan dalam Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2022;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
membentuk Tim Koordinasi dan Panitia Pelaksanaan
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2022;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757),
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah bebrapa kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Koordinasi dan Panitia Pelaksanaan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran Il Keputusan ini.

: Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU adalah :

a. menampung, menganalisa, dan menyelesaikan perencanaan
pembangunan desa dan kelurahan yang dapat menjadi prioritas
dan dilaksanakan masyarakat secara gotong royong;

b. melakukan koordinasi, kerjasama dan memberi bahan masukan
kepada Tim Koordinasi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kabupaten,
kecamatan dan desa; dan

c. melaporkan kegiatan mulai dari tingkat pencanangan sampai
dengan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat kepada Bupati.
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KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah :

a.

b.

menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

membantu dan memfasilitasi Pemerintahan Desa dan
Kelurahan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa
dan kelurahan secara partisipatif melalui forum musyawarah
pembangunan desa/kelurahan dan mensinergikan berbagai
program sektor pembangunan masuk desa serta menentukan
bidang-bidang kegiatan yang menjadi prioritas dan dapat
dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat;

mengadakan  kegiatan  pembinaan, bimbingan dalam

menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan
desa dan kelurahan;

melakukan pencanangan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten;

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat di tingkat kecamatan dan
desa/ kelurahan; dan

melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN :

1. Gubernur
Semarang;

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal @ Maret 09
zBUPATI SUKOHARJ O,/l

& ETIK SURYANI

Keputusan ini
dikirim kepada Yth:
Jawa Tengah di

2. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa
Tengah di Semarang;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

4. Kepala Badan / Dinas / Kantor /
Bagian yang terkait di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Tim dan Panitia yang bersangkutan.




Lampiran I :

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 40 / 208 TARUN JOX
Tanggal : (§ Marek 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO | JABATAN / SATUAN KERJA e o S KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan
nasehat, petunjuk
dan arahan
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan
nasehat, petunjuk
dan arahan
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Ketua Bertanggung jawab
Sukoharjo terhadap seluruh
kegiatan
4. | Asisten Pemerintahan dan Wakil Ketua Membantu tugas -
Kesejahteraan Rakyat tugas ketua
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo
5. | Kepala Dinas Pemberdayaan Sekretaris Bertanggung jawab
Masyarakat dan Desa di bidang
Kabupaten Sukoharjo kesekretariatan
6. | Kepala Badan Perencanaan, Anggota Bertanggung jawab
Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya
7. | Kepala Dinas Lingkungan Anggota Bertanggung jawab
Hidup Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
8. | Kepala Dinas Pangan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
9. | Kepala Dinas Kesehatan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
10. | Kepala Dinas Kependudukan Anggota Bertanggung jawab
dan Pencatatan Sipil Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
11. | Kepala Dinas Pendidikan dan Anggota Bertanggung jawab
Kebudayaan Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
12. | Kepala Dinas Perindustrian dan | Anggota Bertanggung jawab
Tenaga Kerja Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo. tugasnya
13. | Kepala Dinas Perdagangan, Anggota Bertanggung jawab
Koperasi, Usaha Kecil dan sesuai bidang
Menengah Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
14. | Kepala Dinas Perhubungan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya




-5-

KEDUDUKAN
NO JABATAN / SATUAN KERJA DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
15. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum | Anggota Bertanggung jawab
dan Penataan Ruang Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
16. | Kepala Dinas Komunikasi dan Anggota Bertanggung jawab
Informatika Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
17. | Kepala Dinas Sosial Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
Tugasnya
18. | Kepala Dinas Pengendalian Anggota Bertanggung jawab
Penduduk, Keluarga Berencana sesuai bidang
dan Pemberdayaan Perempuan tugasnya
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo
19. | Kepala Badan Kepegawaian Anggota Bertanggung jawab
Pendidikan dan Pelatihan sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya
20. | Kepala Badan Keuangan Daerah | Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
21. | Kepala Kantor Kementerian Anggota Bertanggung jawab
Agama Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
22. | Kepala Satuan Polisi Pamong Anggota Bertanggung jawab
Praja Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
23. | Kepala Bagian Hukum Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
24. | Kepala Bagian Kesejahteraan Anggota Bertanggung jawab
Rakyat Sekretariat Daerah sesuai bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya
25. | Kepala Bagian Perekonomian Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
26. | Ketua Tim Penggerak Anggota Bertanggung jawab
Pemberdayaan Kesejahteraan sesuai bidang
Keluarga Kabupaten Sukoharjo tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, /4

Z—

2 ETIK SURY
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Lampiran Il : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

40 /208 TAWUN 202

18 Mmalfet 9022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM PANITIA KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Bupati Sukohario Pengarah Memberikan
nasehat, petunjuk
dan arahan
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung Bertanggung jawab
Sukoharjo Jjawab ternadap seluruh
kegiatan
3. | Kepala Dinas Pemberdayaan | Ketua Bertanggung jawab
Masyarakat dan Desa terhadap seluruh
Kabupaten Sukoharjo pelaksanan kegiatan
4. | Kepala Bidang Pemberdayaan | Sekretaris Bertanggung jawab
Masvarakat Pada Dinas di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan kesekretariatan
Desa Kabupaten Sukoharjo
5. | Kepala Bagian Umum | Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai bidang
Sukohario. tugasnva
6. | Kepala Bagian Protokol dan |Anggota Bertanggung jawab
Komunikasi Pimpinan sesuai bidang
Sekretariat Daerah Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
7. | Ketua Tim Penggerak | Anggota Bertanggung jawab
Pemberdayaan  Kesejahteraan sesuai bidang
Keluarga Kabupaten Sukoharjo tugasnya
8. | Dra. Endang Trianingsih, M.Si Anggota Bertanggung jawab
NIP.19650502 199403 2 004 sesuai bidang
Penggerak Swadaya Masyarakat tugasnya
pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukoharjo
9. | Sujarwo, SE Anggota Bertanggung jawab
NIP.19770606 199603 1 001 sesuai bidang
Penggerak Swadaya Masyarakat tugasnya
pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukcharjo
10. | Sri Sutami, Amd Anggota Bertanggung jawab
NIP.19720503 201212 2 001 sesuai bidang
Pelaksana pada Dinas tugasnya
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sukoharjo
11. | Muh Tawar Anggota Bertanggung jawab
NIP.19690206 199003 1 007 sesuai bidang
Pelaksana pada Dinas tugasnya

Pemberdayaan Masyarakat dan




KEDUDUKAN
NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM PANITIA KETERANGAN
1 2 3 4
12. | Yudo Anggota Bertanggung jawab
NIP.19680202 200701 1 030 sesuai bidang
Pelaksana pada Dinas tugasnya

Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO, /

k4

¢ ETIK SURYANI




